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BAB VI 

SARAN 

 

 Saran yang dapat diberikan selama Praktek Kerja Profesi 

(PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Kimia Farma No. 304 adalah 

sebagai berikut : 

a. Calon Apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk 

menghadapi permasalahan yang terjadi di Apotek dengan 

bimbingan dari Apoteker Penanggung Jawab atau Apoteker 

Praktek, agar calon Apoteker dapat memperoleh wawasan 

mengenai keadaan di lapangan yang sebenarnya 

b. Calon Apoteker sebaiknya meningkatkan pemahaman 

mengenai obat – obat agar mampu memberikan pelayanan 

kefarmasian seperti pelayanan konseling dengan baik dan 

jelas.  

c. Pemantauan terhadap kondisi pasien seperti Homecare, PMR 

dapat ditingkatkan lagi, agar pasien merasa lebih dipedulikan 

sehingga peran dan fugsi Apoteker di masyarakat bisa lebih 

dirasakan  

d. Calon Apoteker harus melatih diri untuk bisa peduli, 

berempati agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan 

baik  
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